
I(EPUTUSAIT KEPALA KANTOR WILAYA}I
KEMENTERIAN AGAIT,IA PROVI$SI I{ALIMANTAIT SELATAN

NOMOR {O2O TAHT'N 2OL6

TEIYTAISG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDATYAH DARUSSALAM

KABUPATEI{ BAIYJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMtrNTBRIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menr-mbang

Mengingat

: a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan inn pendirian
madrasah;

b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemberian lzin Pendirian Madrasah, periu memberikan
Surat Keputusan Pengganti;

c' bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan surat Keputusan pengganti lzin penrlrrian
Madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf oa', huruf .b,, dan huruf uc,, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wiiayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan selatan ten+.angPenerbitan Surat Keputusan pengganti lzin
Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Darussalam
Kabupaten Banjar;

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor ZB, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 .t.ahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 20OS Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun

2.



2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomorig ?ahun 
-2005 tentang 

-ita,dar 
r.iasronai pe'diciikii*(Lembaran Negara n"p"ofir.lndonesia Tahun 2013 Nomor

IiiJ',]*o"han 
Lembaiu" rv.gr.u Republik r.,Joresia Nomor

3. peraturan pemerintah Nomor _4g Tahun 2AAS tentangpendanaan. 
.pendidik"" 

- 
til*b^a-ra1 Negara RepublikIndonesia T?!.y" 2O0B Nornor 9t, famnifra, LembaranNegara Republik Indonesia fVor"o. ag64);

4' Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan d,": eenyelenggu.lu., pendidikan (LembaranNegara Repubrik l,.,ioneffi- Tahun zoio 
"lvo-o. 

23,Tambahan Lembaran N.S"." 
_Republik irrJorr."iu NomorS1S0) sebagaimana tel;; diubah dengan peraruranPemerintah Nomor 66 Tahun Z01O tentang perubahan atasperaturan pemerintah womor t7 Tahui iOfO tentangPengelolaa" qi: fenyelenggrig"" pendjdikan (LembaranNegara Republik tnaor.,esffi Tahun 2;10^-No;o. tt2,Tambahan Lembaran lvega.a Republik Indonesia Nomor5157);

5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun2AO7 tentailg Standar saLa dan prasarana untukSekoiah oasarl ruaorasan ioii"rv"n, s.tJrll -u..,.r,gar,

i*1n*yik;[J:"""*i;;;' dan set<otar, u".'.,.,[ur'
6' Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 15 Tahun2010 tentang^.Standa. n.rayaran Minimal pendidikan diKabupaten /Kota seuaga-rmira' terah aiuuarr-' menjadiperaturan Menteri p""o=Jii.a" ?an xebudayaan Nomor 23Tahun 2013 tenta"g e..ufrufrJrl uru" peraturan Menteripendidikan r'rasiona-i lv"*L. 

-ls 
Tahun ;0fi' rentangStandar pera-vanan Mini mar pendicrikan rii Kabu paten / I{ota;7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2C13 te,rtangPenyelenggaraan pendiail<an Madrasah (B;;;o" NegaraRepublik Indonesia Tahun ZOlg loo*or 13g2);B. Keputusan Dire_ktur Jenderal pen,lidikar Islam Nomor5BBS Tahun 2015 t "*"S p.iurj.u.k Teknis perpanjanganIzin pendirian _Madrasah] peierUltan Surat KeputusanPengganti lzin pendirian 'fra"i.i""n 

Karena Hilang, danPenerbitan surat 
. 
Keteranga.,--il..u"ak.., Dokumen lzjnPendirian Madrasah;

Rekomenclasr ciari Kepala
Kabupaten Banjar Nomor: R
Tanggal 17 Oktober 20)6:

Iiantor Kementerian Agama
I ss3/r{k. )7.O3_4 /pp.oo / la lTol';

Memperhatikan



Menetapkan

KtrSATI]

KEDUA

KETIGA

Pendirian / O perasional
madrasah sebagaimana
merupakan bagian tidak

MEMU?T'SI(AII:

KEPUTUSAN KEPALA KAITTOR WILAYAH KIMEIiITERIAIT
AGAI}IA TENTANG PENERBITAI{ SURAT KEPUTUSAN
PENGGAITTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDATTAH DARUSSALAM KABUPATEil BANJAR.

Memberikan Surat Keputusan Pengganti lzin
Madrasah yang Hilang kepada
tercantum dalam Lampiran yang

terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KtrSATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. ,:|,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Oktober 2O16

,-..:.: t..-rf,.n Menteri Agama
r' ': I I 'l ., ,1. . Kepala Kantor Wilayah,



a ?

IDENTITAS MADRASAH

Nama Madrasah

LAMPIRAN I
IitrPI]TUSAN KEPALA IiANTOiI lviLAYAF{IitrMtr}ITtrRIAN AGAMA PROVINSI
I{ALIMANTAN SELATAN
NOMOR I'i, TAHUN 2016TBNTANG PBNERBITAN SURATKtrPUTUSAN PNNCCAMU ""Iz;
PENDIRIAN/ O PERASIONAL
MADRASEH IBTIDAIYAH DARUSSALAMKABUPATEN BANJAR

TENTANG
YANG DIBBRIKAN S_URAT KtrPUTUSAN PENGGANTIIZIN PBNDIRIAN MADRASAH

Madrasah Ibtidaiyah Darussa,lam

I Desa/Kelurahan Mekar Raya
Kecamatan Kerta-i< Hanyar
I(abupaten Banjar
Provinsi Kalimantan SelatanI

-t l\a ma Organisasi Pen.veiengEara Yayasan Darussalam Kertak
Akte Notaris Organisasi
Penyelsngg2r-2

I)-
i .)
I

i
I

I

Hanyar

Nomor O4 Tatrun 2013
tli+_

I o 1 Rer,gesahun-o** *o,ur,.rvLqi tJ

I : urqanrsasi penyelenggaraI j vr xdrrrsast renyelengga
.SIi- MENKUMHAM RI Tan5gal2014 14 April

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Oktober 2016

Agama
Kantor Wilayah,


